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BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KttIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAGE「AN

NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEN」 ABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI MAGETAN,

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Petunjuk

Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang

Pertanian Tahun 2OL3, maka terdapat perubahan alokasi

anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2Ol3 pada

Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas

Perkebunan dan Kehutanan dan Badan Ketahanan

Pangan, sehingga perlu mengubah alokasi Dana Alokasi

Khusus (DAK) dimaksud dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2Ol3;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2Ol3 tentang Petunjuk

Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang

Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2Ol3 dan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2013

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi

Khusus Bidang Pendidikan \ttenengah Tahun Anggaran

2013, maka Perlu ada penyesuaian proporsi dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Magetan Tahun 2Ol31'

bahwa sehubungan dengan batas waktu penyelesaian

perekaman e-KTP paling lambat akhir Juni 2013, maka

berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor

b.

C.



d

9OO/238O/SJ tanegal 1O Mei 2O13 perihal Penyediaan

Dukungan Pendanaan Pelaksanaan Program e-KTP Dalam

APBD Tahun Anggaran 2013, penyediaan anggaran untuk

mendukung penyelesaian perekaman e-KTP dimaksud

dinyatakan memenuhi kriteria belanja untuk keperluan

mendesak, sehingga perlu penyediaan anggaran dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Magetan Tahun 2O 13;

sehubungan dengan beberapa hal sebagaimana dimaksud

pada huruf a, b dan c maka perlu adanya perubahan /
penggeseran anggaran antar Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dan

perubahan / penggeseran anggaran altar Belanja pada

Dinas Pendidikan melalui penyesuaian dengan p€tunjuk

teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2013 dimaksud,

serta menyediakan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan

e-KTP di Kabupaten Magetan;

bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada

huruf d dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati

Magetan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati

Magetan Nomor 3 Tahun 2Ol3 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2O13;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi

Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan

Undang - Undang Nomor 2 Tahun f965 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II

Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dan Daerah Istimewa Joglakarta ( lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 l;
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

7.

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20O4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 440O);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

3
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Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5O49);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor a2,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234l,;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20O4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota DPRD (trmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20O4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2O07 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta}rwn 2OO4

Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan

Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a7r2l;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O05 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan [,ayanan Umum (trmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20O5 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor l7l,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

53a0);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang

Dana Perimbangan (lrmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O05 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O05 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

１
■

12.

13

4

14



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OlO Nomor 11O, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (trmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan lrmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2O05 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggErraan

Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20O5 Nomor 165, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18,

Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

2s721;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 119 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2O 10 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123 Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 1 tentang

Pinjaman Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O11 Nomor 59 Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5219);
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O12 tentang Hibah

Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12

Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O11 Nomor 310);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2OO7

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,

Penganggaran dan Pertanggungiawaban Penggunaan

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian

Tlrnjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran

Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan l,aporan

Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan

Partai Politik;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 TaJlun 2Ol2

Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 508);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2O11

tentang Pembentukal Froduk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694 );

28. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun

2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2OO4 Nomor 5), Sebagaimana telah

beberapa kati diubah terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2OO7 | lembaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 20O7 Nomor 6);

6



29

30

32

33.

34

35.

36

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun

20O8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 20OB

Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1O Tahun

2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten

Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2OO8 Nomor 10);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun

20ll tentang Dana Cadangan Kabupaten Magetan

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2oll
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun

2011 tentang Pajak Daerah (l,embaran Daerah Kabupaten

Mageta.n Tahun 2011 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun

201 1 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lrmbaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2O 11 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun

2012 tentang Retribusi Jasa Umum {trmbaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2O12 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun

2Ol2 ter,tang Retribusi Jasa Usaha (tembaran Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun

2012 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah

(Irmbaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2Ol2

Nomor 7, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun

2Ol2 Ten.tang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan

Daerah Air Minum l"awu Tirta Tahun 2O13 (kmbaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor

2sl;
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun

2O13 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

J/.
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Tahun Anggaran 2013 (lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2013 Nomor 1);

39. Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2013 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2O13 (Berita Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2013 Nomor 3), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan

Nomor 21 Tahun 2O13 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2O13 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2013 Nomor 21);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA

ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 3 TAHUN

2013 TENTANG PEN」 ABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2O13 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah

Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 3), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 21 Tahun

2O13 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 3

Tahun 2O13 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor

21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 terdapat perubahan atau penggeseran antar Dinas dan

Belanja pada Belanja Langsung, serta terdapat penambahan sisa lebih

perhitungan Ernggar€rn tahun anggaran sebelurnnya pada penerimaan

pembiayaaa, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O13 terdiri

atas :

8



c' Lain-lain o'"0"'"T:T; i*."ffiffiffi s 634.32s,oo

2.Belarlja
a. Belanja Tidak Langsung

Rp 815 780.377498,00

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Bunga

3) Belanja Subsidi

4) Belanja Hibah

5) Belanja Bantuan Sosial

6) Belanja Bagi Hasil

7) Belanja Bantuan Keuangan

8) Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Modal

Rp. 74.500000.000,00

Rp 862 062.848.545,00

Rp 0,00

Rp.               ―

Rp. 40.556869000,00

Rp.  8.336.030000,00

Rp             ―

Rp  52.588.648.111,00

Rp.  1.770700.000,00

Rp 25.413.978500,00

Rp 169.050.503.906,00

Ro.145.718.314.065,00

」umlah Belania

Deflsit

Rp. 1259.215421080,00

Ro   (65745.786751,00)

Rp.86.86.955926899,00

Ro. 21.210.140.148,00

Jumlah PeFnbiayaan Netto Ro.65745.786751,00

Sisa Lebih pembiayaan €rnggaran tahun berkenaan Rp. O,OO

2. Larnpiran I, Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, terdapat perubahan sebagai berikut:

a. Belanja Langsung :

1). Pada Belanja Pegawai ada penambahan sebesar Rp. 44.476.0O0,-

(Empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

2). Pada Belanja Barang dan Jasa ada pengurangan sebesar

Rp.485.O93.273,- (Empat ratus delapan puluh lima juta sembilan

puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah)

3). Pada Belanja Modal ada Penambahan sebesar Rp. 765-617.273,'

(Tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu dua

ratus tujuh puluh tiga ruPiah)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

9



b. Penerimaan Pembiayaan :

Pada sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya ada

penambahan sebesar Rp.325.O00.000,- (Tiga ratus dua puluh lima juta

rupiah)

3. l,ampiran II, Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

terdapat perubahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan

dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan

dan Perikanan dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai

berikut :

a. Dinas Pendidikan

1). Pada Belanja Langsung

1.l).Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Kode

Rekening l.Of . 1.01.01.16) Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat

ruang kelas sekolah SD/MI (Kode Rekening 1.O1.1.O1.01'16'93)

pada Belanja Barang dan Jasa (Kode Rekening

1.O1.1.O1.O1.16.93.5.2.2.1 Belanja Jasa Konsultansi Kode

Rekening 1.O 1. 1.O 1.01. 16.93.5.2.2.21.1 ada pengurangar

sebesar Rp.655.6O0.OOO,OO (Enam ratus lima puluh lima juta

enam ratus ribu rupiah), pada belanja modal pengadaan

Konstruksi/Pembelian Bangunan (Kode rekening

1.O1.1.O1.01.16.93.5.2.3.26.) ada pengurangan sebesar Rp.

746.931.200,00 (Tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan

ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan pada belanja

modal pengadaan peralatan pendidikan (Kode Rekening

1.Of.1.01.01.16.93.5.2.3.33.) ada penambahan sebesar

Rp. 1.402.531.2OO,OO (Satu milyar empat ratus dua juta lima

ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).

1.2).Program Pendidikan Menengah (Kode Rekening 1.O 1. 1.0 1.O 1. I 7)

Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat nrang kelas sekolah (Kode

Rekening 1.01.1.O1.01.17.44) pada Belanja Pegawai (Kode

rekening 1.O1.1.O1.01.17.44.5.2.1.1 Honorarium PNS (Kode

rekening 1.0 1. 1.O 1.O 1. 1 7 .44.5.2.7.01) pada Honorarium Panitia

Pelaksana Kegiatan (Kode rekening

1.O1. r.O1.O1. 17 .44.5.2.1.Or.Or)

Rp.4.45O.O0O,0O (Empat juta
ada penambahan sebesar

empat ratus lima puluh ribu
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rupiah) Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Kode

rekening 1.01.1.O1.O1.17.44.5.2.1.O1.O2.) ada pengurangan

sebesar Rp.28.775.000,00 (Dua puluh delapan juta tujuh ratus

tujuh puluh lima ribu rupiah) pada Honorarium Tim Panitia

Penerima/ Pemeriksa Barang (Kode rekening

1.O1.1.O1.01.17.44.5.2.1.O1.O3) ada pengurangan sebesar

Rp.26.950.0OO,0O (Dua puluh enam juta sembilan ratus lima
puluh ribu rupiah), Honorarium Non PNS (Kode rekening

1.O1.1.O1.O1.17.44.5.2.7.O2) pada Honorarium Tenaga Ahli/
Instruktur/ Narasumber (Kode rekening

ada penambahan sebesar

Rp.5.226.0O0,O0 (Lima juta dua ratus dua puluh enam ribu
rupiah), Uang Lembur (Kode rekening

1.O1.1.01.01.17.44.5.2.1.O3) pada uang lembur PNS (Kode

rekening 1.O1.1.01.01.17.44.5.2.1.O3.O11 ada pengurangan

sebesar Rp.5.325.O00,00 (Lima juta tiga ratus dua puluh lima
ribu rupiah), pada Belanja Barang dan Jasa (Kode rekening

1. 0 1. 1.0 1.0 1. 1 7 .44.5.2.2.) Belanja Cetak dan Penggandaan (Kode

rekening 1.01.f .Oi.Oi.17.44.5.2.2.06) Belanja Penggandaan

(Kode rekening 1.0 1. 1.O 1.0 l. 17 .44.5.2.2.06.02) ada penambahan

sebesar Rp.8.577.2OO,00 (Delapan juta lima ratus tujuh puluh
tujuh ribu dua ratus rupiah) pada Belanja Perjalanan Dinas
(Kode rekening 1.0 1. 1.O 1.0 l. L7 .44.5.2.2. 1 5.) Belanja Perjalanan
Dinas luar daerah (Kode rekening
1.01.1.O1.O1.17.44.5.2.2.15.02) ada penambahan sebesar

Rp.17.796.8O0,00 (fuuh belas juta tu-iuh ratus sembilan puluh
enam ribu delapan ratus rupiah), pada belanja kursus,
pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS (Kode rekening
1.O1.1.01.O1.17.44.5.2.2.17) Belanja bimbingan teknis (Kode

rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.2.17.O3) ada penambahan

sebesar Rp.25.00O.0O0,00 (Dua puluh lima juta rupiah), pada

Belanja jasa konsultansi (Kode rekening
1.O1.1.O1.O1.17.44.5.2.2.21) Belanja j.*a konsultansi
perencanaan (Kode rekening 1.O 1. 1.0 1. 0 l. t7 .44.5.2.2.2t.O2) ada
pengurangan sebesar Rp.355.183.90O,O0 (Tiga ratus lima puluh
lima juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus
rupiah), Belanja jasa konsultansi pengawasan (Kode rekening
1.Of.1.01.01.17.44.5.2.2.21.O3) ada pengurangan sebesar
Rp.22|.OO9.4OO,O0 (Dua ratus dua puluh satu juta sembilan



ribu empat ratus rupiah), pada belanja modal (Kode rekening

l.O l. 1.0 l.O 1. I 7 .44.5.2.3.1 belanja modal pengadaan konstruksi/
pembclian bangunan (Kode rekening

belanja modal

konstruksi/pembelian gedung sekolah (Kode rekening

1.O1.1.0f.01.17.44.5.2.3.26.08) ada penambahan sebesar

Rp.302.548.5O0,O0 (Tiga ratus dua juta lima ratus empat puluh

delapan ribu lima ratus rupiah), pada belanja modal pengadaan

peralatan pendidikan (Kode rekening

1.O 1. 1.O 1.O 1. 1 7.44.5.2.3.33.) belanja modal penyediaan sarana

peningkatan mutu pendidikan (Kode rekening

1.01.1.01.01.17.44.5.2.3.33.021 ada penambahan sebesar

Rp.273.644.aOO,OO (Dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus
empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Penataan Administrasi Kependudukan (Kode Rekening

1 . 1 O. 1. 10. 0 1. 1 5.) Kegiatan Pelayanar Administrasi Kependudukan {Kode
Rekening 1.10.1.1O.01.15.17) pada belanja pegawai (kode Rekening

1. 1 0. 1. 1 0.0 1. I 5.1 7 .5.2. 1.1 honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
(kode Rekening 1.10.1.1O.O1.15.17.5.2.t.O1.O2.1 ada penambahan
sebesar Rp.2OO.0OO,OO (Dua ratus ribu rupiah), honorarium Tim panitia

Penerima/ Pemeriksa Barang ada penambahan sebesar
Rp. 175.O0O.00O,O0 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pada Uang
lembur (kode Rekening 1.lO.l. 10.Ot.tic.t7.5.2.1.O3.) uang lembur pNS

(kode Rekening 1.10.1.1O.O1.15.17.5.2.1.O3.O1.) ada penambahan
sebesar Rp.99.00O.OO0,O0 (Sembilan puluh sembilan juta rupiah), pada
belanja barang dan jasa (kode Rekening 1.1O. 1.10.O1.I5.t2.5.2.2.1
belanja bahan pakai habis kantor (kode Rekening
1. 10.1.1O.O1. 15.17.5.2.2.01.) belanja alat tulis kantor (kode Rekening
1. 10. 1. 1O.O1. 15. 17.s.2. 1.O1.O2.) ada penambahan sebesar
Rp. 1.734.2O0,O0 (Satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus
rupiah), belanja jasa kantor (kode Rekening 1.lO.l.f 0.01.1S.17.S.2.2.03.)

belanja jasa service peralatan kantor (kode Rekening
r. 1o. 1. 1O.01. 15.t7.5.2.2.O3.t2.1 ada penambahan sebesar

Rp.3.0O0.00O,00 (Tiga juta rupiah), belanja cetak dan penggandaan (kode

Rekening 1. 10. 1. 1O.O 1. 1 5.17 .5.2.2.Cr6.) belanja cetak (kode Rekening
1. ro. 1. 1O.Ol. 1 5.r7.5.2.2.06.Or.1 ada penambahan sebesar
Rp.9.701.20O,OO (Sembilan juta tujuh ratus satu ribu dua ratus rupiah),
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c.

belanja penggandaan (kode Rekening 1. 1O.1. 1O.O1.15.17.5.2.2.06.02.1

ada penambahan sebesar Rp.19.6O0,OO (Sembilan belas ribu enam ratus

rupiah), belanja sewa sarana mobilitas (kode Rekening

1. 1 0. 1. 1O.0 1. I 5. 17 .5.2.2.08.) belanja sewa sarana mobilitas darat (kode

Rekening 1.1O.1.1O.O1.15.17.5.2.2.O8.O1.) ada penambahan sebesar

Rp. 13 1 .850.O0O,0O (Seratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima

puluh ribu rupiah), belanja perjalanan dinas (kode Rekening

1.10.1.10.01.15.17.5.2.2.15.) belanja perjalanan dinas dalam daerah

(kode Rekening 1.1O.1.1O.O1.15.17.5.2.2.15.01.1 ada penambahan

sebesar Rp.2.5OO.OO0,O0 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), belanja

perjalanan dinas luar daerah (kode Rekening

ada penambahan sebesar

Rp.6.5OO.OOO,O0 (Enam juta lima ratus ribu rupiah).

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pada Penerimaan Pembiayaan dalam SILPA Tahun Anggaran sebelumnya

(Kode rekening 1.20.1.20.O5.00.00.6. 1.f .O4.L2. Belanja Tidak Langsung

dan Belanja Langsung) ada penambahan sebesar Rp.325.OOO.0OO,OO

(Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Badan Ketahanan Pangan

Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan
Pangan (Kode Rekening 1.2 l. 1.2 1 -O 1. 17 .l Kegiatan Penguatan Cadangan
Pangan (Kode Rekening 1.21.I.21.01.17.O1.) pada Belanja Pegawai (Kode

rekening 1.21.7.27.O1.17.O1.5.2.1.1 pada Honorarium pNS (Kode

rekening L.2I.1.21.01.17.O1.5.2.1.O1.) honorarium panitia pelaksana
kegiatan (Kode rekening 1.21.1.21.O1.17.O1.5.2.f.O1.O1.) ada
penambahan sebesar Rp.7.450.O0O,0O (Tujuh juta empat ratus lima
puluh ribu rupiah), honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Kode

rekening 1.2L.I.21.O1.f 7.01.5.2. 1.01.02.) ada penambahan sebesar

Rp.2.825.OOO,0O (Dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah),
honorarium Tim Panitia Penerima/Pemeriksa Barang (Kode rekening
7.21.r.21.O1.t7.0 1.5.2. 1.0 1.03.) ada penambahan sebesar
Rp.3.60O.0O0,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah), pada Belanja
Barang dan Jasa (Kode rekening t.21.1.2't.Ol .17.O1.5.2.2.) belanja
bahan pakai habis kantor (Kode rekenin g 1.21. 1.2 t.O l. tZ.Ot.S.2.2.Ot.l
belanja alat tulis kantor (Kode rekenin g t.21. 1.27.O t. lT .O1.5.2.2.0 1.O 1.)

ada penambahan sebesar Rp.2.96O.OOO,OO (dua juta sembilan ratus
enam puluh ribu rupiah), belanja cetak dan penggaldaan (Kode rekening
1.21.1.21.O1.17.O1.5.2.2.06) belanja penggandaan (Kode rekening

d
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ada penambahan sebesar

Rp.1.235.000,O0 (Satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah),

belanja makanan dan minuman (Kode rekening

1.21.1.21.O1.17.OL.5.2.2.11.) belanja makanan dan minuman rapat

(Kode rekening 1.21.1.21.O1.17.O1.5.2.2.11.O2.) ada penambahan

sebesar Rp.3.750.oO0,00 (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

belanja perjalanan dinas (Kode rekening 1.2L1.21.O1.17.07.5.2.2.15.1

belanja perjalanan dinas dalam daerah (Kode rekening

ada penambahan sebesar

Rp.f 0.O0O.0O0,O0 (Sepuluh juta rupiah) belanja perjalanan dinas luar

daerzrtr (Kode rekenin g 1.2 l. 1.2 l.O l. L7 .O 1.5.2.2. 1 5.02.) ada penambahan

sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah), belanja jasa konsultansi

(Kode rekening 1.21.1.21.01.17.01.5.2.2.21.1 belanja jasa konsultansi

perancanaan (Kode rekening 1.21.1.21.O1.17.O1.5.2.2.21.O2.1 ada

penambahan sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiahi, belanja

jasa konsultansi pengawasan (Kode rekening

1 .21 .t .21 .Ol .17 .A1 .5.2.2.21 .O3l ada penambahal sebesar

Rp.17.OO0.O0O,OO (Tujuh belas juta rupiah), Belanja barang untuk
diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat (Kode rekening

1.21.L.21.OI.17.O1.5.2.2.23.) belanja barang yang akan diserahkan

kepada masyarakat (Kode rekenin g 1.21.1.21.01.17 .O1.5.2.2.23.O 1.) ada

penambahan sebesar Rp.1.364.O0O.000,00 (Satu milyar tiga ratus enam

puluh empat juta rupiah), pada belanja modal (Kode rekening

I.21.1.21.OL.17.O1.5.2.3.1 belanja modal pengadaan konstruksi/
pembelian bangunan (Kode rekening L2l.l.2l.Ol.l7.O1.5.2.3.26.)
belanja modal pengadaan konstruksi / pembelian bangunan gedung

gudang (Kode rekenin g 1.21. 7 .2 I .O I . 1 7. 0 I . 5.2.3 .26.041 ada pengurangan

sebesar Rp.76O.32O.OO0,O0 (Tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus dua

puluh ribu rupiah).

e. Dinas Pertanian

1). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Kode

Rekening 2.O1.2.O1.O1.O2.) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

(Kode Rekening 2.Ol.2.Ol.O 1.02.03.) pada Belanja Pegawai (Kode

rekening 2.O1.2.O1.01.O2.O3.5.2.1.) pada Honorarium PNS (Kode

rekening 2.O 1.2.O l .O 1.02.03.5.2. 1.0 1.) honorarium panitia pelaksana

kegiatan (Kode rekening 2.O1.2.01.O1.02.03.5.2.1.01.01.) ada

penambahan sebesar Rp.7.25O.OOO,00 (Tujuh juta dua ratus lima

puluh ribu rupiah) dan pada belanja modal (Kode rekening
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2.O1.2.O1.O1.02.03.5.2.3.) belanja

konstruksi/ pembelian bangunan

2.01.2.01.01.O2.O3.5.2.3.26.) belanja

konstruksi/ pembelian gedung kantor

modal pengadaan

(Kode rekening

modal pengadaan

(Kode rekening

2.O 1 .2.O | .O r.O2.O3.5.2.3.26.O t.) ada penambahan sebesar

Rp.1.294.477.273,OO (Satu milyar dua ratus sembilan puluh emPat

juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga

rupiah).

2). Program Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian/ Perkebunan

(Kode Rekening 2.O 1.2.O l.O 1. 1 8.) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan

Sarana Pengelolaan Air (Kode Rekening 2.Oi.2.Oi.01.18.O9.) pada

Belanja Pegawai (Kode rekenbg 2.O1.2.O1.O1.18.09.5.2.1.) pada

Honorarium PNS (Kode rekening 2.O1.2.O1.O1.18.09.5.2.1.O1.)

honorarium panitia pelaksana kegiatan (Kode rekening

2.01.2.O1.01.18.09.5.2.1.O1.O1.) ada penambahan sebesar

Rp. 1.25O.00O,O0 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),

honorarium tim pengadaan barang dan jasa (Kode rekening

2.O1.2.O1.O1.18.09.5.2.1.O1.O2.) ada pengur€rng€rn sebesar

Rp.100.OO0,0O (Seratus ribu rupiah), honorarium tim panitia

penerima/ pemeriksa barang (Kode rekening

2.Ot.2.Ot.Ot.18.09.5.2. 1.0 1.03.) ada pengurangan sebeszrr

Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), pada belanja barang dan jasa

(Kode rekenin g 2.O1.2.O1.O1. 18.09.5.2.2.) belanja bahan pakai habis

kantor (Kode rekenin g 2.O 1.2.O l.O l. 18.09.5.2.2.0 1.) belanja alat tulis
kantor (Kode rekening 2.O 1 .2.O 1 .01 . 18.09.5.2.2.O 1 .O 1 .) ada

pengurangan sebesar Rp.427.OO0,0O (Empat ratus dua puluh tujuh
ribu rupiah), belanja dokumen/administrasi tender (Kode rekening

ada penambahan sebesar

Rp. 1.OOO.OOO,0O (Satu juta rupiah) belanja jasa kantor (Kode

rekening 2.OI.2.O1.O1.18.O9.5.2.2.3.) belanja transportasi dan

akomodasi (Kode rekening 2.O1.2.O1.O7.18.09.5.2.2.3.015.) ada

pengurangan sebesar Rp.750.O00,0O (Tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah), belanja makanan dan minuman (Kode rekening

2.O1.2.Of .Of .18.O9.5.2.2.11.) belanja makanan dan minuman rapat
(Kode rekening 2.O1.2.01.01. 18.09.5.2 .2.1 1.O2.) ada pengurangan

sebesar Rp.625.OOO,0O (enam ratus dua puluh ribu rupiah), belanja

perjalanan dinas (Kode rekening 2.O 1 .2.O l.O7 . 1 8.O9. 5. 2.2. I 5.) belanja

luar daerahperjalanan dinas
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ada pengurangan sebesar

Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah), belanja jasa konsultansi (Kode

rekening 2.01.2.01.01.18.O9.5.2.2.21.1 belanja jasa konsultansi

perencanaan (Kode rekening 2.O1.2.O1.O1.18.09.5.2.2.21.O2.) ada

penambahan sebesar Rp. 15.224.30O,00 (Lima belas juta dua ratus

dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah), belanja jasa konsultansi

pengawaszrn (Kode rekening 2.O1.2.O1.O1. 18.09.5.2.2.21.O3.) ada

penambahan sebesar Rp. 1 1.577.700,00 (Sebelas juta lima ratus

tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), belanja barang untuk

diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat (Kode rekening

2.O7.2.O1.0 l. 18.A9.5.2.2.23.) belanja barang yang akan diserahkan

kepada pihak ketiga (Kode rekenin g 2.Ol.2.OI.Ol. 18.09.5.2.2.23.02.\

ada pengurangan sebesar Rp.11a.727.273,O0 (Seratus delapan belas

juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga

rupiah).

f. Dinas Peternakan dan Perikanan

1). Program Peningkatan produksi hasil peternakan (Kode Rekening

2.O1.2.O1.O2.22.1 Kequatar, Pembangunan sarana dan prasarana

pembibitan ternak (Kode Rekening 2.O1.2.O1.02.22.A1'l ada

pengurangan sebesar Rp.7O8.O00.0OO,0O (Tujuh ratus delapan juta

rupiah).

2). Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan (Kode

Rekening 2.O1.2.O1.O2.23.1 Kegiatan Pembangunan sarana dan

prasarana pasar produksi hasil peternakan (Kode Rekening

2.O1.2.O1.O2.23.O3.) ada pengurangan sebesar Rp.346.5O0.0O0,O0

(Tiga ratus empat enam juta lima ratus ribu rupiah).

g. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Program Peningkatan penerapan (Kode Rekening 2.Ol.2.O2.Ol.l8.l

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi

pertanian f perkebunan tepat guna (Kode Rekening 2-O1.2.O2.01.18.02')

ada pengurangan sebesar Rp.831.6OO.OOO,OO (Delapan ratus tiga puluh

satu juta enam ratus ribu ruPiah).

4. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, secara

keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan l,ampiran II

yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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5. Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini
selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 24 Juni 2013

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 24 Juni 2013

SEKRETARIS KABUPATEN MAGBTAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGEnへ N TAHUN 2013 NOMoR 25

MANTRI
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